
OMBUDSMAN KALSEL DAN BUPATI BANJAR TETAPKAN DESA ANTI MALADMINISTRASI
PERTAMA

Rabu, 18 September 2024 - kalsel

SUARAMILENIAL.ID, MARTAPURA - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Banjar menetapkan Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, sebagai Desa Anti Maladministrasi
pertama di Kabupaten Banjar, Selasa (17/9).

Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur menyampaikan bahwa penetapan Desa Anti Maladministrasi adalah sebuah langkah
besar bagi Kabupaten Banjar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di level desa.

"Desa adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu memastikan
bahwa pelayanan di desa berjalan baik, transparan dan akuntabel, adalah hal yang sangat penting," ucap H. Saidi
Mansyur.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Kalsel yang telah menjadikan Desa Indrasari sebagai Desa
Percontohan Anti Maladministrasi di Kabupaten Banjar. Kami berharap pendampingan dan pembinaan yang sudah
dilakukan oleh Ombudsman terus berlanjut, sehingga desa-desa yang belum ditetapkan saat ini juga dapat mengikuti
jejak Desa Indrasari sebagai Desa Anti Maladministrasi", sambungnya.

Melalui program Desa Anti Maladministrasi, Pemkab Banjar ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.

Pelayanan yang berkualitas dan berintegritas adalah kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya oleh
masyarakatnya.

"Oleh karena itu, kami akan terus mendorong dan meminta seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Banjar untuk
senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada warga", tegas Saidi Mansyur.



Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman menguraikan makna strategis dari penetapan Desa
Anti Maladministrasi.

Bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan hasil pemantauan langsung ke
lapangan, desa acapkali menjadi lokus yang dilaporkan ke Ombudsman.

Apabila diringkaskan setidaknya ada tiga hal yang menjadi substansi laporan, yaitu terkait pemahaman dan penerapan
standar pelayanan publik dan anti maladministrasi, implementasi tata kelola pemerintahan yang baik sesuai AUPB, serta
faktor kepemimpinan (leadership) dan mindset (budaya) pelayanan.

"Maka kami menginisiasi dan menawarkan konsep Desa Anti Maladministrasi ini, sebagai wujud nyata dan langkah
konkret untuk mendorong perbaikan pelayanan publik dan menciptakan pelayanan publik berkualitas prima di level desa
sebagai unit pelayanan yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memberikan pelayanan di tingkat
dasar," papar Hadi Rahman.

Diharapkan dengan penetapan Desa Indrasari sebagai Desa Anti Maladministrasi ini akan muncul perubahan dan
berbagai dampak positif, seperti pemenuhan Standar Pelayanan Publik, pengelolaan pengaduan secara efektif,
penguatan kapasitas perangkat desa dalam melayani masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di desa, penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan budaya
melayani.

Terakhir, Hadi Rahman memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bupati Banjar dan seluruh jajaran Pemkab
Banjar, khususnya Inspektorat dan DPMD Banjar, atas komitmen kuat dan pencapaian dalam mewujudkan Desa Anti
Maladministrasi yang pertama di Kabupaten Banjar.

"Ini juga bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepakatan (MOU) antara Ombudsman RI dengan Pemkab Banjar yang
berjangka panjang. Bukan program sesaat atau hanya seremoni belaka. Tapi ikhtiar kebaikan membangun pelayanan
publik yang prima, sehingga masyarakat dan pengguna layanan nantinya yang merasakan manfaat dan dampak positif,"
pungkasnya.



Turut berhadir Perwakilan BPKP Kalsel, DPMD Kalsel, Pimpinan DPRD beserta Anggota Forkopimda Kabupaten Banjar,
Pimpinan SKPD, Camat dan Lurah di lingkup Pemkab Banjar, APDESI, PAPDESI, serta Kepala Desa, Anggota BPD dan
Perangkat Desa di Kecamatan Martapura.
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